
I. Undang-Undang Nomor H Tahun 1950tentang Pembenrukan Oae,,il.Daezm 
Kabcpaten dalam liug~'llllglll1 Provinsi Jawa Baral (Berita :'segara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nornor 20 Iahun 2003 tenrang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20H Nomor llt 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tenrang Pembaban Atas Undaag-Undang Nomor 23 
Tahon 20H temang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negard 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5589): 

a. bahwa untuk mclaksanakan ketemuan Pasal -I ayai (I) Peraiuran 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamio tercapainya 
muru pendidikan yang' diselenggarakan daerah perlu adanj a ketentuan 
mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
tersebut diaras dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupari tentang 
Standar Petayannn Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bekasi. 

BUPATI BEKASI 

DENGAN RAfll\1A T TUHAN YANG 1'1AHA ESA 

TENT ANG 
STANOAR PELA YANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR 
DI LINGKUNGA:,/ PEl\fERJNTAH KABUPATEN BEKASJ 

PERA TURAN BUPATl BEKASl 
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- 

Menginga; 

Menimbang 



5. Peraruran Pernenntah Nomor 79 Tahun 2005 renrang Pembinaan 
dan Penga» asan Pcnyelenggaraan Perncrintahan Daemh ( t.cmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Srandar Pelayanaa Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rentang Pembagian 
Urusan Pernerintahan antara Pemerintah. Pemerimahaa Oaemh 
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenrang Pengelolaan dan 
Penyelcnggarean Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105); 

9. Peraturan Menteri Dalam >legeri Nomor 6 Tahun 1007 tentang 
Perunjuk Teknis Penyusunan dan Pcncrapan Standar Pelayanan 
Minimal: 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Staadar Pdayanan 
Minimal: 

I l , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Sisle)n Penjaminan Mum Pendidikan; 

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2008 Nornor 6); 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrab Kabupaten Bekasi 
Tahun 2010Nomor 3): 

14. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2014 Nomor 8). 

- 

4 Peraruran Pcmermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Srandar Nasional 
Pendidikan (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
'<omor 41. Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4496): 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya 
sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi; 

c. Bupati adalab Bupati Bekasi; 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateo Bekasi: 

e. Sadan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Bekasi: 
C Inspekrorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi: 
g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyn disebut SKPD adalab 

Organisasi/Lcrnbaga Pemerinrah Daerah ) ang oenanggung jawab 
kepada Bt1p>11i dalam rangka penyctenggaraan pemerintahan: 

h. Dinas adalah Dinas Pcndidiksn Kabupaten Bekasi: 

,. Urusan pemerintahan ndalab fungsi-fungsi pemerintahan yang mcnjadi 
hak dan kewajiban setiap uogkatan dan/arau susunan pemerintahan 
unruk mengatur dan rnengurus fungsi-fungsi rersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka rnclindungi, melayani, mernberdayakan. 
dan menyejahterakan masyarakai; 

J. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang w·ajib diselenggerakan 
oleh Pemerintahao Daerah Kabupaien Bekasi berkaitan dengan 
pelavanan dasar; 

k. Standar Pelayanan Minimal yang selanjumya disingkat SPM adalah 
- ketentuan tentang jenis dan mum pelayanan dasar yang merupakan 

urusan "a jib dacrah yang berhak diperoleh seuap warga secara 
minimal; 

I. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian adalah kerentuan rentang 
jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Kesenian yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal; 

m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang meodasar dan 
mutlak unruk mernenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalarn kehidupan 
sosial, ekonomi dan perncrintahan; 

n. lndikator SPM adalah rolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang 
digunakan umuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak 
dipenuhi dalarn pcncapaian SPM berupa Masukan. proses. hasil 
dan/atau manfaat pclayanan dasar: 

BAB! 
KETEl\'TUA.111 UM UM 

Pnsal I 

\I E \I r Tl: SK >. ='<: 
PERATURA.'< BFPATl T£NTANG STANDAR PELAYANAN 
Mfl\l)IAL P£i',OIDLKAN OASAR DI LINGKUNGAN 
P£~fERJNTAH KA13UPATEN BEKASI. 



BAB UJ 
PENERAPAN DAN RENCA{';A PENCAPAlAN 

STANDAR .PELA YANAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR 
Pasal 3 

(l) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada 
Pasal (2) merupakan target pclayanan dasar Bidang Pendidikan, yang 
meilputi : 
a. Jenis pelayaan dasar: 
b. lndikator kineria; 
c. Nilai SPM: 
d. Target tahunan; dan 
e. Satuan kerja penanggung jawab. 

(2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat <n huruf a : 
a. Pelayan pendidikan dasar: 
b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuau pendidikau. 

(3) Ketenruan mengenai indikator dan target Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I} hurufa. c. 
d dan e tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraniran Bupati ini, 

(4) Pcnyclcnggaraan pelayanan bidang pendidikan dasar sebagalmana 
dimaksud pada aym (I) dilakukan sesuai deogan petunjuk teknis 
operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bckasi sebagaiman dimaksud pada 
ayat (3) tcrcantum dalam Lampiran IJ dnn Lampiran Ill yang merupakan 
bagian tidnk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

(I) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Daw dijadiklln acuan bagi Din~ 
Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam meniamin pelaksanaan pelayanan 
dasar masyarakat Bidang Pendidikam Dasar. 

(2) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar disusun dalam rangka 
penyclenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar. 

(3) Penerapau SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkuogan Pernerintab 
Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan 
dasar nasional, 

BAB fl 
RUANG LINGKUP 

o, TJtge< Tablln3!l sdalah nilai persemase atau nilai saruan pcncapaian 
kincrja pada tahun y aog bersangkutnn: 

p, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjumya 
disingka: APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerab 
Kabupateu Oekasi. 

- 



(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagai bahan Bupati 
dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian 
SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerimah Kabupaten 
Bekasi, 

• BAB IV 
l\<lONITORlNG DAN EV ALUASI 

Pasal 7 
( J ) Satuan Kerja Perangknt Daernh penanggungjawab penerapaa dan 

pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar menyampaikan laporan 
kinerja pcnerapan dan pencapaian SPM Bidang Pcndidikan Dasar kepada 
Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali. 

Pasal 6 

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). "ajib 
disetcnggerakan oleh Satuan Kerja Perangkar Daerah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bekasi penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, 
karaktcristik dan potensi daerah. 

Pasal S 
Satuan Kerja Perangkai Dacrah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. melakukan perencanaan pembiayaan 
pencrapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan 
peraruran perundang-undaagan yang berlaku. 

Pasal 4 

111 Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkuugan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan 
pada analisis kemampuan dan potensi daerah, 

(]) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lin~unpn 
Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolak ukur ringkat prcstasr karya 
pelayanan dasar pcndidikan dasar, 

43, Rencana Pcncapaiaa SPM Bidang Pendidikau Dasar di liogkongan 
Pernerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tabunan 
pencapaian Sf'M Bidong Pendidikan Dasar. 

(4) Target tahunan sebagairnana dimaksud aya1 {3) dituangkan dalam Rancaaa 
Kerja Pemerimah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Pcr8Jlgkat 
Oaerah (Reoja SKPD). Kcbijaknn Umwu Anggaran (KUA). Rencana 
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerab (RKA-SKPD) 
bcrdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
don Rencana Strstegis Satuan Kcrja Perangkar Daerah (Renstra SKPD) 
sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 

- 



BAB VI 
PEMB!AYAAN 

Pasal 10 
Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan. peneapaian kinerja!targcL 
pelaporan, mouitoring dan evaluasi. pernbinaan dan pengawasan, sena 
pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD 
Kabupaten Bekasi. 

BAB V 

PEl\fBCNAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 9 

( l) Bupati rnelakukan pengawasan aras penyeknggaraan pelayanan Bidang 
Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Apararur SKPD berdasarkan SPM 
Bidang Pendidikan Dasar: 

(2) Pembinaan dan Pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayai (I) dapat 
didelegasikan kepada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaien Bekasi )1111£ 
mernbidangi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar. 

P:isal 8 
t I , Hasil morutcnng dan I!\ aluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang 

Pendidikan Dasar sebagaunana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) 
dipergunakan scbagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam 
penerapan SPM Bidang Pendldikan Dasar serta pengembangan kapeshas 
pemerintah dnerah. 

(2) Pengcmbangan kapasiras pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud pada 
ayar ( I) berupa : 
a. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, 

pendidikan dan pelatihan: 
b. Perhitungan sumber daya clan dana yang dibutuhkan untuk mencapai 

SPM Bidang Pendidikan Dasar, termasuk kesenjangan pembiayaan; 
c, Pcnyusunan rencana pencapaian SP!v( Bidang Pendidikan Dasar dan 

penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidiken Dasar: 

d. Peni laian Prestasi kerja pencapaian SPM Bi dang Pendidikan Dasar: 
dan 

c. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Peodidikan Dasar 
Kepada pemerintnh mclalui gubemur. 

(3) Pengembangao kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan mempenimbangkan kemampuan 
kelembagaan, persouil dan keuangan dserah. 



~ r"" BUPATI BEKASl/ 

ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 29 !lF.S31'!C:l 2015 

Posa! 12 

Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya. memerinmhkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupateu 
Bekasi, 

BAB VU 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal II 
Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai reknis pelaksanaannya akan diarur lebih lanju1 oleh Kepala 
Bidong Pendidikan Dasar Kabupatcn Bekasi. 

N~ HASA.~Ali YASIN 


